
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMORS6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK,
HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINIVYAbALAM

LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

tsI SMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Mengingat : 1

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk meraksanakan ketentuan pasar 10g ayat (3) dan pasai
110 eanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 fafrun ZbZ+ tentangPajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, mata perti
menetapkan ?eraturan Bupati Aceh Utara tentaag Tata cara
Pemungutan Retribusi Tempat pelelangan lkan, ,Iernaf, Hasil Bumi
dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas -Lainnya 

dalam Lingkungan
Tempat Pelelangan;

4
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19g1 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaraa Negara Republik Inrlonesla Tahun 19g1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tatrun ZdOg
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonJsia Tahun 2O04
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahal
Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahirn 2OC6 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerin&rhan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesila Tahun 2014
Nomor 244, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55_87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
lengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_Undan!
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (irja meniadi-Undangl
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerinG.han Daeiah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2022 Nomor 4,
Tambahan l,embara_n Negara Republik Indonesia Nomor 6757)j
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara (Lembaga Negara di Aceh Republik Indinesia,Iiahun
2O24 Nomor 1O8, Tambahan Lembiran Negara Republik
Indonesia Nomor 6930);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taleun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Leribaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerafr
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor aS,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Sglj;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedom.an Telanis pengelolaan Keuangal Daerah (Berita Negari
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor l7g1);

11. Qaaun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

fal1n P_eratyran Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Retribusi Kabupaten yang seianjutnya disebrit Retribusi adaiahpungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberial izin te,:tentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah Dierah untuk kepentingan orangpribadi atau badal.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraaa urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah a* a'i*"., perwarilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pCmbantuan
dengan prinsip otonomi seluas_luasnya daiam sistem dan
qrysip Negara Kesatuan Republik Inrlonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyeienggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanial
daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerahdan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan

yans lrtc,r{e(h- keumangan Daera}L

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

:TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL H'TAN TERMASUKFASILITAS LAINI{YA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT
PELELANGAN.

tsAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

f(
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7. Perangkat Daerah pemungut Retribusi adalah perangkat
Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dari taha:pan
penetapan besaran, permohonan, pembay aran dan penyetoian,
pelaporan, pembetulan, pembatalan dan pengurangan
ketetapan, dan penagihan retribusi.

8. Tarif Pelayanan Tempat pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi
dan Hasil Hutan ad.dah biaya yang dikeluarkan atas jasa
penggunaan sarana/prasarana dan jasa pelayanan pasar,
dengan pengertian lain bahwa sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan kegiatan pelayanan pasar yang dibebankankepada Wajib Retribu_si sebagai imbalan atas jasa
sarana/prasarana yang digunakan dan jasa p.t.y*.r, y*g
diterimanya.

9. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UpTD
merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Oinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecii
Merrengah.

10. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan
kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.

11. P-elayanan Tempat pelelargan Ikan, Ternak, Hasil Bumi danHasil Hutan adaiah segala kegiatan yang diberikan olehPenrerintah Daerah kepada Wajib Retribusi. "
12. Pejabat_adalah pegawai yang. diberi tugas tertentu di bi.iangperpajakan dan/atau retribusi daerah seiuai dengan ketentuaiperaturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/LtaJperizinan.
la. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang-undalgan diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, ter.masuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakulian usaha maupuf;yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbaias,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik baerah (BTJMD), ataubadan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, orgaaisasi massa, organisasi sosiaipolitik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi toteitlt dan bentuk usaha
tetap.

16. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa. usaha danpelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmatl oleh oralg pribadi
atau Badan.

17. Masa Retribusi adalah 
- 
suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi -Wajib Retribusi ,.rt f

memanfaatkan jasa dan perizinan tertintu dari pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

18. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut Bp adalah bukti
pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau
Bendahara penerimaan.

*
(



19. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumiah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut
SSRD atau Dokumen lain yarrg dipersamakan adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dila-kukan
dengan. menggunakan formulir atau telah ailakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran ying
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

2l.Surat Ketetapan R:t-l$"l Kabupaten Lebih Bayar yang
selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat penetapan Retribusi
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi
karena jumlah Penetapan Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutanj.

22. Pemeriksaan adalah serangkaial kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanretribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam .;gk"
rnelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanlan
retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukun ol"h penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang .Etttrii yang terjaJi
serta menemukan tersangkanya.

MAKSUJSiJ'rrrro*
Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini ada-lah sebagai pedomaa tata cara
pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasilbumi dan hasil hutan termisuk fasilitas lainnya cialam
lingkungan tempat pelelangan di Kabupaten Aceh Utara.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses
pemungutan bagi wajib retribusi dalam pemenuhan kewa.yiban
pembayaran atas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil tumi
da:l hasil hutan termasuk fasilitis lainnya dalam lingkungan
tempat pelelalgan.

-4-

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
penetapan besarar retribusi ;
permohonan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan retribusi;
penogthan retribusi;
keberatan retribusi;
pendelegasiaa kewenangan pemungutan retribusi; dan
pelaporan Retribusi.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

hP

/
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BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Tempat pelelangan Ikan, Ternak, Hasil
Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam
Lingkungan Tempat Pelelarrgan di Kabupaten Aceh Utara adalah
retribusi atas pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan
tempat pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang_
undangan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 5
(1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan ikan,

ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas iainnya
dafam tngkungan tempat pelelangan yang disediakan atau
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.

(2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tempat yang disewa oleh pemerintah Oaeral dari
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Objek Retribusi Tempat pelelaagan Ikan, Ternak, Hasil Bumi
dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainn5,a dalam Lingkungan
Tempat. Pelelangan sebagaimana drmaksud pada iyat -(1)
meliputi:
a. pasar hewan;
b. pasar hasil bumi; dan
c. tempat pelelangan ikaa.

(a) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud
g3d1 ayat (1) adzdah tempat pelelangan yang disediakan,
dimitiki, dan atau dikelola oleh pemerinta_h, eUIr,fll, BUMD, dan
Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6
(1) Subjek Retribusi Tempat pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi

dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan
Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau BadL yLg
memperoleh penyediaan tempat pelelangan Ikan, Ternak, Aasil
Bumi dan Hasil Hutan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh penyediaan tempat pelelangan Ikan, Ternak, Hasii
Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam
Lingkungan Tempat Pelelangan di Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha

penyediaan tempat peielangan ikan, ternak, hasil bumi d

{.
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hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan
tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan,
frekuensi layanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasiiitas
tempat pelelangan dan/atau jenis temak.

(2) Struktur dan besaran tariJ retribusi berdasarkan jenis fasilitas
yang terdiri atas ternak yang masuk kepasar hewan rlan tidak
te{ual, ternak yang masuk pasar hewan yang terjual, tempat
timbangan ternak lembu/kerbau, hasil bumi, Jetiap keranjang"
setiap tong dari luar daera_h, setiap tong dari daerah.

PERMoHoNAN, PEMBAYAR?ffDh PEIVYEToRAN RETzuBUSI

Tatacarar..*.n""u;*r*fJ;X*rempatpeletangan
Pasal 8

(1) Wljib Retribusi mengajukan permohonan penyediaan tempat
pelelangan kepada Bupati melalui kepala 

-peiangkat 
Daeiah

Pemungut Retribusi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan; dan
b. fotokopi identitas yang masih berlaku.

(3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari perahrian nupati ini .

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 9
(1) Surat perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat(1) dilakukan verifikasi oleh perangkat Daerah pemungrrt

Retribusi.
(2) Hasil verifikasi sr;bagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Perangkat Daerah pemungut Retribusi dlpat menyetujui a.tau
menolak permohonan tempat pelelangan.

(3) Dalam hal permohonan disetujui perangkat Daerah pemungut
Retribusi merrerbitkan SKRD.

(+) lalam hal permohonan ditolak perangkat Daerah pemungut
Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohlon
dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ke ;ga
Pembayaran

Pasal 1O

(1) Pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasilbumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelarrgan dipungut berdasarkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adafah berupa bukti setoran iementara/karcis.

fI1..
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(1) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan tempat pelelangan
ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas
lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan melakukan
pembayaran atau penyetoran Retribusi.

(2) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dima_ksud
pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.

(3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, penrbayaran atau penyetoran retribusi dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.

(4) Untuk pembayaran tunai diterbitkan bukti setoran
sementara/karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditar:datangani oleh Bendahara penerirnaan atau staf yang
ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(5) Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dicetak dengan rincian sebagai berikut :

a. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
b. Iembar ke 2 untuk perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut

Retribusi; dan
c. lembar ke 3 untuk pertinggai pada perangkat Daerah/Unit

Kerja Pemungut Retribusi.
(6) Elendahara Penerimaan menyetor hasil retribusi ke bank

di setiap hari kerja ke rekening kas Daerah.
(7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan

bukti tanda penerimaan setoran dari bank.
(8) Pembayaran Retribusi secara tunai dapat dilakukan secara

langsung oleh Wajib Retribusi, kepada Kepala UPTD, Staf UPTD
dan .petugas yang ditunjuk oleh perangkat Daerah pemungu.t
Retribusi.

(9) Pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan secara
langsung oleh Wajib Retribusi melalui Bank ke Rekening Kas
Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara Kode nekining
030.01.02.803317-4

(10)Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada
Bendahara Penerimaan perangkat Daerah.

7-

(1l)Berdasarkan SKRD, Karcis atau Bulrti Setoran
Bendahara Penerimaan menerbitkan SSRD.

balk,

(12)Untuk Bukti Setoran Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) akan dicabut setelah diterbitkanya SSRD berdasarkan
Bukti Setoran dari Bank.

(13)Format SKRD, karcis pasar Hewan, Karcis Tempat pelelangan
Ikan, Bukti Setoran Sementara, dan SSRD, sebagaimina
dimaksud dalam Pasal I0 ayat (l) dan ayat (2), pada iyat (11)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h?
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BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN

RETRIBUSI

Bagran Kesatu
Pembetulan Retribusi

pasal 12

(1) wajib Rebibusi dapat mengajukan pembetulan retribusi
kepada Bendahara penerimaan perangkat Daerah pemungut
Retribusi apabila terjadi kekeliruan, tarrpa perlu adaiya
permohonan kepada Kepala perangkat Daerah eemunglrt
Retribusi dengan menyerahkan bukti pembayaran yang sudah
terbit kepada Bendahara penerimaan.

(2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi ulang atas bukti
pembayaran apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
pembetulan dan pengembalian retribusi.

Bagian Kedua
Pembatalan Retribusi

Pasal 13
(1) Pemohonan Pembatalan retribusi dapat dilakukan dengan

alasan keadaan kahar meliputi:
a. bencana alarn;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru hara;
d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditqjukan kepada Bupati melalui Kepara eerangkat riaerah
Penrungut Retribusi.

Bagian Ketiga
Pengurangan Retribusi

Pasal 14
(1) wajib Retribusi t"p1! rnengajukan pennohonan pengurangan

atau keringanan Retribusi tempat pel,elangan ikan, ternak, hasilbumi dan hasil hutan termasuk fasi-litas lainnya dalamlingkungan tempat pererangan pada perangkai Daerah
Pemungut Retribusi disertai dengan alasan dai kete.*g""
yang benar.

(2) Permohonan pengurangarl atau keringanan sebagaimana
dimaksud pada aryt (,t) diajukan kepaJa Kepala pJrangkat
Daerah Pemungut Retribusi.

(3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan verifikasi
terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana d.imaksud
pada ayat (2) untuk memberikan validasi-keterangan dalam
permohonan wajib retribusi.

(4) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana
dimaksud pad? ayat (1) ditetapkan xepia perangkaiDaerah
Pernungut Retribusi.

I .D
q\
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BAB VIII
PENAGII{AN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan
didahului dengan surat tcguran.

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
awal peiaksanaan tindakan penagihan yang dikeluarkan oleh
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi setelah 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo
pembayafan.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal surat tegur€rn sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, pelunasa-n Retribusi yang
terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Format STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) sebagaimana tercantum dalam t ampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

KEBERAiffii;TzuBUSI
Pasal 16

(1) Weiib Rerribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada
Kepa1a Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas sKRD atau
dokumen lain yang dipersamatan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling larna 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jiia Wajib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka wal<tu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru_hara; dan/ ataud. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuaa keberatan tidak menunda kewajiban rnembayar
Retribusi dan pelaksaaaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggai surat keberatanditerima harus memberi keputusan atai keberatan yangdiajulan oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalarrrPasal 16 ayat (1) dengan -".r"rbitk"., surat keputusan
keberatan.

(
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(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat
melakukan Pemeriksaan_

(3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
telah lewat dal Kepala perangkat Daerah pemungut Retribusi
tidak member:i suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima seluruhnya.

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan denjan
ditambah denda sebesar 0,60/o (nol koma enam persen) per
bulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling
Lana 12 (dua belas) bulan serta bagian darl buian dihitun!
penuh 1 (satu) bulan.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB_

(3) Format SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupa-kan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 18

BAB X

pELApo€ffi#rRrBUSr

Pasal 20
(l) Bendahara Penerimaaa dalam penatausahaan pemungut€r

retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi <ian"hasilhutan termasuk fasilitas _lainnya daiam fingkung"" t.-;"]pelelangan pada perangkat Daerah pemungut Retribusi
bertanggung jawab untuk:

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dalam melaksanakan pemungutan terhadap objek
Retribusi Sebagaimala dimaksud pasal 5 didelegasikan tepada
Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(2) Pendetegasian pemungutan retribusi Tempat pelelangan Ikan,
Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas
Lainnya dari Bupati kepada Kepala perangkat Daerah
Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. pasar hewan didelegasikan kepada Kepala Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah;

b. pasar hasil bumi didelegasikan kepada Kepala Dinas
Perkebunan, perternakan darr Kesehatan Hewan; dan

c. tempat pelelangan ikan didelegasikan kepada Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan.

(
/
('
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a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima
telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan
Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dEngan
penyetoran hasil pungut Retribusi tempat peleiangan ikan,
ternal<, hasil bumi dan hasil huran termasuk fasiiitas
Iainnya dalam lingkungan tempat pelelangan pada
Perangkat Daera-h pemungut Retribusi dalam buku- kas
umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan

c. mengarsipkan dan mengamankan seiuruh dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencatatan/perntrukuan.

(2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf batau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh
Bendahara Penerimaan sesuai dengan format yang baku
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unciangai.

Pasal 2 1

(1) Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikanlaporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan danpenyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara
fungsional maupun secara adminGtrasi.

(2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi sebagaimanaaima}.ll{ pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 22
(1) Peayar:rpaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional

sebagaimala dimaksud dalam pasal 21 ditujukan iep"aa
fungguna Anggaran perangkat Daerah.

(2) Laporan pertanggungiawaban secar.a fungsional sebagaimala
dimaksud pada ayat (1) ditengkapi dengin bukti penirimaan
dan penyetoran serta buku kas umrrm. -

Pasal 23
Penyampaian laporan pertanggungiawaban secara administrasi
56fagaim31a dimal<sud dalam pasal 21 ditujukan kepada kepala
Badan yang membidangi urusan penyelengaraan pemerintabuo di
bidang pendapatan asli daerah selaku koordinalor pemr.rngutan
retribusi daerah untuk dievaluasi

Pasal 24
Blanko laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan
penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional maupun
secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 1
disiapkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

KETENftfrlX1NUTUP
Pasai 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan
9*.9r, Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang
lgtribusi Tempat Pelelangan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahui
2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(

,

/
L)



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal N rtlrVfibpr M

e, luiudrlAt^I,rl t446H

DAERAH
EI] UTARA
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Pasal 26

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal d.iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Da.erah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon

fi1 fu1114a6 H

UTARA,

(-

(

UT

)l

P

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR .3.6

pada tanggai k z/(lWCmbcr' ZOZ+ tvt

e
ul
G s

!)
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I,AMPIRAN I
PERATURAN BUPA_TI ACEH UTARA
NOMOR36 teHun 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IT.AN,
TERNAK, HASIL BUMI DAN FIASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAtr{ TEMPAT PELELANGAN

UTARA,Pj

o
"t-<U

(

SURAT PERMOHONAN
TEMPAT I LAPAK PENJUALAN TERNAK

20.
Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Utara

C.q.Bapak Kepala Dinas perdagangan,
Perindustriqn, Koperasi dan UKM
Kab. Aceh Utara
di-

Tempat

Yrrrg bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan ln1 kami ukan PermohonanmengaJ kepada Bapak agar sudikiralya
ternpat/lapak untuk penjualan ternak

kami sampaikan Surat Pemohonan ini, semoga Bapak dapat mengabulkannya.
pertimbangan Bapak kami ucapakan terima kasih

Hormat Saya,

Pemohon
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NoMoR.3 6 ranux zo24
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUIVII DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECI L MENENGAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
(sKRD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 58, dan Pasal 70 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun
2024 tentang pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten ditetapkan wajib Retribusi sebagaiberikut :

Nama

Alanrat

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

Kelas Pasar

Luas

Jenis Retribusi kabupaten

Tarif Retribusi per m2

Jumlah Retribusi

No. Reg

t

............ 20....



B. KARCISPASARHEWAN
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KABTJPATEN ACEH UTARA

PEMERINTAH KABIIPA?EN ACEH UTARA
SERI ; B

..............., 20.....
Petugas Pengutip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI: C No.
BIIXTI PEUBAYARAtr RETRIBUSI TEMPAT PELELANOAIT TERJ{AX YAI|G

@
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2C24

Untuk : Tiap Ekor Kambing / Biri_biri
Rp. 3.OOO,- (Tiga ribu rupiah)

T:libyll b, +PrleY, lllhllra! P.r.tqa!aa!, plrbdn.tdill, tbD.rrst di! ur(u riab. ac.! urrlroe x.rcra rn' on erat< oleh Brdrr p.rt.loh.u fieur4rtr D..i.h X.b. Acch Ut.r.

RDT. TEIPAT PELEIIIIIGAII
TERIIAR YAITO 

'IA8U|. 
PAB.',R

HEEAJT DAIT ?TDAX TIIJUII,

Seri : A
No.

Rp,7.fiXr,-
(Tujuh ribu rupiah)

Are ip :

SERI : A No.
AI'KTI PE}IBAYART,I RBTruEUEI TEUPAT PELEUIXGAII TERXAI( YAIIG

UASI',I( PA8.AN HEIIAX DAII IID.AX TER.'UAL
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Untuk : Tiap Ekor Sapi / Kerbau
Rp. 7.fi)O,. (Trrjuh ribu rupiah)

Rcrribu$ inr drpun$r or.h Dra . p.flrrrrqr!, pcrlndu.trrr4 Kop.r..t .ls, t xu Krb. Acni vtrrrdan karcis ini di.er6k oleh B.daE pcrgcloh.n Kluants! Dr.rrh lirh. Ac.hni; --- '-

Seri;B
No.

REf, . TEUPAT PELEI.ACGAI
TERITAI( YAIIG MAAUN PASAR
HHTTX YAITG TEII.'UAL

BI'KTI PEUBAYAAA RETRIBUSI TEIPAT PELELAIIGAIT TER.rAX YAIIG
MASI'X PASAR HEWAI{ YAITC TERJUAI

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Untuk : Tiap Ekor sapi / Kerbau
Rp. 4O.OOO,- (Empat puluh ribu rupiah)

l:!l!l1lll g,iu1q, lteh_Dissr 
pcdrtrryr[l p.dlitult br, r(opcrr.l,rrE uxr rhb. Ac.! utrnoan karcrs 

'nr 
dicetak ulch Brd.r pcl3cloh.r Kcu.l3u Dr.nh rirb, Acc;ni; ---"-Rp.4O.OOO,-

(Empat puluh ribu
rupiah)

Seri :C

RET. PEL/TTAR.AII TERIIA..
YAITG UASI'X PI"SAR HEYAX
DAIT TIDAI( TER.'UAL

Untuk : Tiap okor Kambing
/ Biri-biri

Rp. 3.OOo
(Tiga ribu rupiah)

Arsip :

Arelp

.,20.....
Petugas Pengutip,

No.

PEMERINTAH

..................., 20.....
Pefugas Pengutip,

No.

{q



Untuk : Tiap Ekor Kambing
/ Biri-biri

Anlp:

Seri : E
No.

RET. TEMPAT
TIMBAJJOAII TERNAIT
LEMBU/II:ERAAU

Untuk : Tiap Ekor
kmbu/Keroau

Rp. 3O.{XD,-
(Tiga putuh ribu rupial:)

Atslp :

C, KARCIS TEMPAT PELELANGAN IKAN

Seri : A
No.

RBT. TEMPAT PELEI,AIIGAfl IXAN

Rp. 3.OOO,-
(Tiga ribu rupiah)

- 16-

PEMERJNTAH I{ABUPATEI{ ACEH UTARA

SERI : D No.

BI'NTI PEMBAYARAH RETRI:AU3I TEUPAT PELEL.IIIIGAIT TDRITAI( YAJIC
MASI'X HEITAN YAJ{G TERJUAT

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024

Untuk : Tiap Ekor Kambing / Biri-biri
Rp. l5.OO0,- (Lima belas ribu rupiah)

Rckitusi ini dipungut .lch Dtnr. p.rd{r!.la, p.rhdustrt s, Xop.m.l drr oru Krh. .Acc! Ut.ra
dsrl karcis ini dicetak oleh Brdan pug.lola.! rcEergaa oront ri!t" A.cr utarr

,,,,.,.,.,,.',''., 20.',,.
Petugas Pengutip,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : E No.

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT PELELAI{GAN TERI{AI(
UNTUK TIMBANGAN TERITAK LEUBU/KERSAU

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Untuk :Tiap Ekor Lembu / Kerbau
Rp, 3O.Ofi),- (Tiga puluh ribu rupiah)

R€tnbusi ini diprrngur oteh_Dlrrt pcr(frtr,ga!, p.rhdu.t.h!, Xopcrr.I drn UXX Krh. A.!L Ut.r.oan Karcrs ,)r dr.rtar olrl' Bldrr p.Dgcloher Kcrrqrd Da.rih Kab, Acch Ursr!

...................., 20.....

Petugas Pengutip,

Seri : D
No.

RET. AE!!PA? PBLEI.A!| GAI'
TERI{AI( YAITC TASI'X
PASARHEWAT YA O
TER.JUA!

PEMERIN?AH KABUPATEIV ACEH UTARA

SERI : A No.

EUKTI PEMBAYARA REIrRIBUSI TEMPAT PELELATOAI{ IKA
PERXERAITOt'ANO

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 ,fah\n 2024

Untuk : Tiap Keranjaag
Rp. 3.OOO,- (Tiga ribu rupiah)

Retribusi ini dipungur aleh Dtr.! Xclrut..r ih! p.tttrru Kebuprtc! Ac.h Utllr ctan kecisini dicetak oleh B..tm I,Gi8llotrrn K.u.rrgm Dr.rah X.b. A!!h Uter.

Aceh Utara, 20... .

Petugas Pengutip,

{

Arslp :

I
I

I

I

Rp. 15.{XD,-
(Lima belas ribu rupiah)



Seri: B
No,

REtr. TTMPAT PELBI,AITGAN IKAN
8Ef,[AP TOITG D.ARI LUAR DAER^AII

Rp.5.OOO'-
(Lima ribu rupiah)

Arsip:

Seri : C

RET. TEIIIPAT PELEI"ANGAN IKAN
SETIAP TOITG DARI DAI"AtrT
DAERAII

Rp.5.OOO,-
(Tiga ribu rupiah)

Arslp:

-17-

PEMERINTAH I(ABT'PATEII ACIH UTARA

SERI I B No.
BUKTI PEMBAYARAIT RETRIBUBI TEMPAT PELELAT{GAN TI{AN

SETI.AP TONG YANO MASUK OiTru IUEN DAERAII
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024

Untuk : Tiap Tong Ikan
Rp. 5.OOO,- (Lima ribu rupiah)

Retribusi ini dipungut oleh Dha! NelAuta[ dhn pertL'd{n NAbupatcn Acch UtrA d.a] kucrs inr
dicetak oleh Badar Pcngclolaan Kcuslgan Dacrah IGb. Ac€h lrtara

Aceh Utara,20.....
Petugas Pengutip,

PEMERINTATI KABUPATEN ACEH UTARA

SERI: C No.

BUKTI PEMBAYARAN RITRIBUSI TEMPAT PELELAITGAI{ IKAN
SEIIAP TONG YANG MASUK DARI DIITAM DAERAH

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Untuk : Tiap Tong Ikan
Rp. 3.O(X),- (Tiga ribu rupiah)

Retribusi.ini dipungut oleh Dlnar Ketautsr daa Perltenea l(abupetca Aceh Utcrq dan karcis in;dicetak oleh Bedea Peagclotqrn Kcuengel lDrcnh ltrb. Acch Ut-rri

Aceh Utara , 20.....

Petugas Pengutip,

No.

t
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D. BUKTI SETORAN SEMENTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH

BU KTI SETORAN SEMENTARA

RETRIBUSI DAERAHTTEMPAT PELELANGAN
IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN

SERI : A

Pembayaran Retribusi

sebesar Rp. ....,.,,...,...

Pembayaran Retribusi baru dianggap sah apabila wajib Retribusi telah menerima bukti pembayaran yang telah diberi nomor

Kas ReSistrasi Kasir atau cap tanda tanSan dari kaslr Dinas Perdagangan, perindustrian Koperasi dan usaha Kecil Menengah

NAMA
NPWRD

ALAMAT
KIECAMATAN

Catatan :

Lembar I

Lembar ll

Lembar lll

Untuk WR

Untuk UPTD

Untuk Dinas

Petugas

.p

(



@
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DI NAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SSRD

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ............

Nama

Alamat

NPWF

T
Menyetor Berdasarkan SKRD

Masa Retribusi

Tahun Retribusi

Nomor Reg :

No Kode Rekening Jenis Retribusi jumlah Rp.

I

I

Dengan Huruf

Registrasi/Tanda Tangan
Petugas Penerima,

Diterima Oleh,

Petugas Tempat pembayaran

Tanggal

Ttd

Nama Jelas : ......

Penyetor,

_19_

E. SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN

tanda [ ] sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

UTARA,

{
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOT 3b TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALA M LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

A. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI KABUPATEN

Nama

Alamat

Darl Penelitian dan atas pemerlksaan
berikut :

tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai

(@
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PEROAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
MASA RETRIBUSI :

TAHUN I

STRD
NOMOR

REG,

I Retribusi Yang Harus Bayar Rp.
2 Sanksi Administrasi Rp.
3 Jumlah yang harus di Bayar (1+2)

Harap penyetor dilakukan melalui Bendahara Penerimaan / staf yant ditunjuk dengan nrenngunakan sKRD ini / Karcls

Surat Ketetapan lnl dlnyatakan LUNAS Jlka telah dlsahkan/valldasi Kas Reglstrasi atau Cap/tanda tangan pejabat Bank yang
berwenang.

disini

tntSTRDApabila atautldak lewatsetelahbayarkurang waktu lamapaling 60 kahari lender dari SKRDtanggal dikenakan
sanksi adminisrasi 2sebesar Yo per bulan

PERHATIAN

Jumlah

KEPALA DINAS PERDAGANGAIi
PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN ACEH UTARA

Nomor Reg

Nama

Alamat

...,... 20....
Yang Mnerima

1.

2,

3.

)coret yang tidak perlu

t

NP*P m rrn t'l-T-t n tlll ,n-n,

NPWP [I TT_N l._I]] T TT_N T:I:



B. SURATTEGURAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

l. BupariAceh Utara
2. tospcktur Kabupatcn Acrh Utara
3. Kcpala Satpol PP dlD 'I/H tGb. Accb Utara

4. Camat ianal Luas

-27..

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERDACANGAN,PEzuN DUSTRIAN.KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Lhokseumawe Kode pos 24313

Telp. (0645) 6s00586 Fax. (0645) 42305
Email r disosdasinkoo.ukm@qmail.com Webside ;www_acehutara

20... .

Kepad4
Yth. Sdr.....

Teguran

di
Tempat

Bcrdasarkso ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024 tentang Retribusi

Pelaysnan Pasar dan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta data realisasi pAD

s€wa........, -....,.., saudara belum mcmenuhi kewajiban membayar reribusi scwa kios rahun............

sebesar Rp,

2, Komi mcngharapkan saudara agar segera melunasi kewajiban saudara" dan apabila sampai dengan

tanggal.... . ..... , .,... Saudara tidak melunasi tunggakan, maka kami akan melakukan penyegelan dan

menyewakan kepada pedagang lain.

3. Dcmikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

............ .., ......... 20....

KEPALA DINAS PERDAGATIGAN

PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKI\4
(ABUPATEN ACEH UTARA

Pj

P

CEH UTARA,
I

()

{

\

U'
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPAI'I ACEH UTARA
NoMorS6 reuuu 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS I.AINNYA
DALAM LIN GKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN LEBIH BAYAR

TITARA,

(

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DI NAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

@) SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

Nama

Alamat

Nomor Pokok Wajib Retribusi Kabupaten
Kelas Pasar

LUas

Jenis Retribusi kabupaten

Tarif Retribusi per m2

Jumlah Retribusi

No. Reg :

Catatan :

Bagi wajib Retribusi tidak menyetor pada
waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % setiap Bulan dari Retribusi
yang terhutang.
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran,

dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran kepada Bupati Cq. Kepala
Dinas Perdagangan, Perlndustrian Koperasi dan
UKM

......... 20,....
KEPALA DI NAS PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN ACEH UTARA

No, Req :

Nama Wajib Retribusi
Diterima tanggal

Tanda Tangan

(...,..,............... ......... )

Nama Terang

v'\

\


